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Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau
pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak
sebagai wali nikah. Wali hakim baru dapat bertindak sebgai wali nikah apabila
wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat
tinggalnya atau ghaib, adhal atau enggan. Akan tetapi, yang terjadi di Kecamatan
Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu vyaitu kurangnya pemahaman masyarakat
tentang wali hakim serta fungsi dan sebab menjadi wali hakim sehingga banyak
terjadi kesalahan dalam penentuan perpindahan dari wali nasab ke wali hakim.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pendapat masyarakat tentang wali
hakim di Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu. Jenis penelitian ini adalah
penelitian lapangan (field research) yang bersifat studi kasus. Dalam penelitian
ini, teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data berupa wawancara
dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif.

Melalui teknik analisis deskriptif kualitatif menemukan fakta bahwa
pendapat masyarakat mengenai wali hakim yaitu wali pengganti dari wali nasab
yang menikahkan calon pengantin jika walinya meninggal dunia atau berhalangan
untuk hadir. Sedangkan mengenai siapa yang boleh menjadi wali hakim,
masyarakat berbeda pendapat di antaranya: Data | orang yang bisa menjadi
perwakilan yaitu Kepala KUA, tokoh masyarakat, dan paman dari pihak ayah.
Data Il wali hakim bisa dilakukan oleh Kepala KUA atau dari pihak kiai atau
tokoh masyarakat yang berdiam diri di tempat atau desa tersebut. Dan Data IlI
yang boleh menjadi wali hakim yaitu kepala KUA dan tokoh agama kampung
yang dipercaya seperti ustadz dan kiai. Adapun Kesimpulan dari pendapat
masyarakat tentang wali hakim yaitu kurangnya pendidikan formal keislaman dan
masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi dari pihak yang berwenang.






